
ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang penyebaran video seks ke media sosial dengan 

motif pengancaman dan pemerasan. Dari kejahatan tersebut dapat mengakibatkan 

perbuatan penyebarluasan kontenaasusilaa (pornografi) yang mengakibatkan 

masyarakat umumadapatamengaksesakontenaasusila tersebut dengan memanfaatkan 

jaringanainternet. Pokok kajian dalam penelitian ini mengenai sanksi pidana pelaku 

penyebar rekaman video seks di media sosial dan tinjauan hukum pidana Islam 

terhadap sanksi bagi pelaku penyebar rekaman video seks di media sosial. Jenis 

penelitian termasuk penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan jenis 

data kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan berdasarkan data sekunder 

yang diperoleh melalui buku, jurnal atau literatur pustaka. Hasil penelitian ini yaitu 

pertama, Adapun sanksi bagi pelaku penyebaran video call seks melalui media sosial 

menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang ITE, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 

1 Miliar.” Namun peraturan ini, tidak mengesampingkan undang-undang sebelumnya 

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ITE yang terbaru hal ini sesuai 

dalam Pasal 53 UU ITE. Kedua, sanksi pidana pelaku penyebaran konten pornografi 

video call seks tersebut dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman ta’zir 

yang kemudian hukuman tersebut dijalankan dan diberikan oleh penguasa atau 

pemerintah di suatu negeri kepada para pelaku. Dalam hal ini keberlakuan hukum 

pidana Islam terkait sanksi ta’zir bagi pelaku penyebaran konten pornografi video call 

seks yang ada di Indonesia mengacu pada sanksi ta’zir yang berkenaan dengan badan 

yakni hukuman kurungan dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam 

Pasal 45 ayat (1). 
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